
«eblJaks.n Akuntinsl Pemerintah Oaerah Kabupaten Muna Barat 

a. Bahwa berdasarkan l'craturan Menteri De.lam 
Negcri Nomor 64 Tahun 2013 tent.ang 
penerapan Standar Akuntansi Pcmcrint.ah 
Berl>uis Akrual Pasal 4 Ayat S menyatakan 
behwa kepala dacrah menetapkan peraturan 
kepala daerah tentang kebijakan akuntansf 
pemerintah daerah dengan pedoman pada 
standar akuntanai pemerintahan: 

b. Bahwa penerapan atandar akuntanai 
pemerint.ahan berbuis akrual aebaga!mana 
diatur dalam peraturan Pcmerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang atandar Akunt.ansi 
Pcmerint.ahan harua qerah diterapkAn 
namun meme:rlukan maaa tranaiaii 

c. Bahwa berduarkan pertimbangan 
aebaga!mana dimakaud dalam huruf a dan 
hurur b untuk tenib adimistrasi pengelolaan 
keuangan daerah, perlu ditetapkan Pcraturan 

Menimbang 

BUPAn IIIUll'A BARAT, 

KDIJAKA!f AXUIITAJl"SI PDmRJJITAB KABUPATE!f IIIUll'A BARAT 
DUOAJI" RAJDU.T TI1HAll' YAJl"O 11AHA BSA 

TElfTAll"O 

PERATURAII BUPAn IIIUll'A BA.RAT 
1'0110R 11 TABlJ!f 2016 

BUPAn IIIUll'A.BARAT 
PROVIIISI SULA 1lf1t8I TElfGGARA 

  



~llakan Akuntanil Pemerintall O...,rah Ka.bupatt:n Muna ~r1t 

Bupati Muna Barat tentang Kebijakan 
Akuntansi Pcmerintah Muna Barat' 

I. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat 

2. Undang· Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( 
Lembaran R'epublik Indonesia Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang NOMOR 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negars 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Nega.ra Repoblik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Nomor 4·355); 

5. Undang- Undang Nomor I 5 Tahun 2004 
tentang Pemerikaaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Nepra Republik Indonesia Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan Antars 
Pemerintah Puaat dan Pemerintah Daerah 
(Lemb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negars 
Republik lndoneaia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia 
Nomor 4570); 

Mengjngat 

  



~jakan Akuntansl Pem•rintah Datrah Ka.bupatt:n Muna Danit 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negra Rcpublik Indonesia 
Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Oaerah (Lembaran 
Neg;,ra Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negra Republik 
lndonesla Nomor 4577); 

10. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pengelolaan Kcuangan Oacrah (Lembaran 
Neg;,ra Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negra Rcpublik 
Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tcntang Laporan Kcuangan Dan Kincrja 
lnstanai Pemerintah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negera Rcpublik 
fndoneaia Nomor 4614); 

12. Pera tu ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 IO 
t4'ntang Standar Alcuntanoi Pemcrimahan 
Pemcrintah (Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5165); 

13. Peratunsn Mcntcri Oalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 yang telah bcbcnspa kalJ dlubah 
tensl<hir dengan Peratura.n Mentri Dalarn Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua at.as Perarunsn Mentri Dalaln Negcri 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan 

14. Peraturan Menteri Oalain Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana tcla diubah 
terakhir dengan Peraturan Mcnteri Dalam 

  



~ AJ<untanst PemeTiotab Daera.b Kabu.paten Muna Barat 

BAB I 
KENTENTUAN UMUM 

PaaaJ I 
Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang yang dimakaud : 

1. Oaerah Adalah Daerah Kabupaten Muna Barat 
2. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupat.en Muna Barat 

PERATURAN BUPAn MUNA BARAT TENTANO 
KEBIJAICAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN MUNA BARAT 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 rentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t.entang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

15. Peraturan Menr.eri OaJam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Berbasia Akrual pada Pemerintah 
Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nornor 1425); 

16. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pcmerintah 
Nomor 1 sampai dengan Nomor 14; 

17. Pcraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 
2014 ten tang Penjabaran Angaran Pendapatan 
Belanja Oaerah; 

18. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 
2015 ten tang Pcmbentukan Organisaai dan 
Tata Ke,ja Sekertariat Daerah dan Sekertariat 
Dewan Pcrwalcilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Muna Barat; 

19 Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Pcmbentukan Organisasi dan 
Tata Ke,ja Lembaga Teknia Daerah Kabupaten 
Muna Ba.rat: 

  



&,Niakan Akuncanst Pemerintab Oat:rah Kabupattn Muna Ba.rat 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat 
yang diselenggarakan oteh Pemerintah Daerah Kabupatcn Muna 
Barat dan DPRD Muna Barat 

4. Bupatl adalah Bupatl Muna Barat 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintah Oaerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 

6. Pengclolaan Kcuangan Daerah adalah keseluruhan kcgiatan yang 
mcUputi perencanaan, pelaksanaan, peeatausahaan, pclaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Dacrah. 

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian ,pengikhtlsaran transaksi dan kejadian 
keuangan, penginterprestasian ata.s hasilnya, serta penyajian 
laporan. 

8. Kerangka Konsepwal Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip 
yang mcndasari penyuaunan dan pengcmbangan Standar 
Akuntansi Pemerintahan dan merupakan ntjukan penting bagl 
komitc Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusunan laporan 
keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan au:1;_9 
scsuatu maaaiah yang bclum diatur eecara jelas dalam Peryataaan 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

9. Standar Akuntansi Pemcrintahan, selanjutnya diaebut SAP, adaiah 
prinsip-prinaip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
penyojian laporan kcuangan pemcrintah. 

IO. Kebijakan akuntansi adalah prinaip-prinaip, dasar -daser, 
konvensl-konvensi, aturan-aturan dan pradk-pratlk epesifik yang 
dipllih oleh aeauatu entitas pelaporan dalam penyueunan dan 
penyojlan iaporan keuangan. 

I I. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangkaian proaedur 
manual maupun yang berkomputerisaai mulai dari pengumpulan 
data, pencatatan, pengikthJsaran dan pelaporan poeial keuangan 
dan Operas! Keuangan Pemerintah. 

12. Bendaharan umum daerah adalah pejabat yang dibcri tugas untuk 
mclaksanakan fungsi bcndahara umum darah daan selanjutnya 
dlsingkat BUD 

13. Endtas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu 
atau lebih en!itaa akuntansi yang menurut kctcntuan peraturan 

  



Pasal 3 
I. Kcbijakan akuntanai pelaporan keuangan terdiri dari : 

a. Kerangka konoeptual kebijakan akuntanai pemerintah dacrah 
b. Penyaj,ian laporan keuangan 
e. Laporan realiaaai anggaran 
cl Lporan prubaahan aaldo anggaran lebih 
e. Neraca 
r. Laporan operaaional 
g. Laporan arua kas 
h. L8poran perubahan ckuitaa .. f • Alwntansl P•merintall Daerab Kabupaton Muoa Barot 

BAB II 
KEBIJAKAN AXUNTANSI 

Pa.saJ 2 
I. Kebijakan akuntanai pemerintah Kabupaten Muna Barat 

Menerapkan SAP Berbaais akruar 
2. Kebijakan akuntansi pernerintah daCT'ah terdiri atas kebijakan 

akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntanai akun. 
3. Kebijakan akuntanai pelaporan keuangan memuat penjelasan atas 

unsur-unsur laporan keuangan yang berfungai aebagai panduan 
dalam penyajian pelaporan keuangan. 

4. Kebijakan akuntanai akun rnengatur d<,finiai, pengakuan 
,pengukuran penyajian dan pengungkapan tranaaksi atau perlstlwa 
aeauai dengan peryataan SAP atas: 

a. Pemilihan metodc akuntansl ataa kcbijakan akuntansl de.Jam 
SAPdan 

b. Pengaturan yang lebih rincl ataa kebijakan akuntanai dalam 
SAP. 

perundang-undangan wajib menyampajkan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

14. Entitas Akuntansi Adalah unit pemrintahan pengguna 
anggaran/pengguna be.tang dan BUD wajib menyclengarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan 
pada entitas pelaporan . 

IS. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran /pengguna barang 
yang berada di Satuan Kerja Perangkal Daerah Kabupar.en Muna 
Barat 

  



3. 

BABffi 
PELAPORAN KEUANOAN 

Pasal 4 
I. Dalam rangka per,anggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapetan dan Belanja Daerah Entitas Pelaporan wajib menyusun 
dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya 
terdiri dari : 

t. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Laporan Perubahan Sa.ldo Anggaran 
3. Neraca 
4, Laporan Operasional 
5. Laporan Arus l<aa 
6. Laporan Perubahan £kuit.as 
7. Cata tan atas Laporan Keuangan 

2- Dalam rangka per,anggung jawaban pelaksanaan anggaran 
pendapet.an dan belanja demoh entit.as akunt.ansi untuk unit 
pemerint.ahan wajib menyusun laporan keuangan t.ahunan. yang 
setidak-tidaknya terdiri dari: 

1. Laporan Realisaai Anggaran; 
2. Laporan operasional 
3. Ncraca; 
4. Laporan Perubahan Ekuit.as, dan 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Da1am rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan 

i. Catatan atas laporan keuangan 
2. Kebijakan akunuuisi akun tenliri dari: 

a. Akuntansi aset 
b. Akun tan&i kewajiban 
c. Akuntansi ekuitas 
d. Akuntansi pendapatan laporan operasional dan pendapat.an 

laporan realisasi anggaran 
e. Akuntansi beban dan belanja 
r. Akuntansi transrer 
g. Akuntan si pembiayaan 
h. Akunt.ansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 

akuntansi pcrubahan cstimasi a.kuntansi, dan operasi yang 
tidak dilanjutkan 

  



MADA 

Pj. 

Ditctapkan di Laworo 
Pada tanggal, 11-0, • 2016 

DPPKAD 

IZMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR ........ 

PARAF KO~~O:NASI 
-r 

SEKC ~ I 

Diundangkan di Laworo 
Pada tanggal 2016 

(II Peraturan setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan perundangan 
Peraturan Bupati Muna Barat ini dengi,n pcncmpatao dalam Be.rita 
Daerah Muna Barat. 

BAB IV 
KETENn.lAN PENU1UP 

Pasal 6 

 


